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TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR'

Menimbang : a.

b.

Mengingat 1.

c.

bahwa Pemerintah Provinsi NTT belum dapat
menyediakan rumah dinas bagi Anggota DPRD Provinsi
NTT ka.rena kemamplran kenangan daerah terhatas;
bahwa sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) dan Avat (4)

peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO5 tentang
Pelubahan Atas Peraturan Pemerintah Noiuor 2-4 Talruitr

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

PimpinandanAnggotaDewanPerwakilanRakyat
Daeiah, dalam hal Pemerintah Daerah Selum dapat

menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah

dinas Anggota DPRD' kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumahan, dan mengenai

besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan

Peraturan KePala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

nrenetapkan Peratural Gubernut' tentang Besanarr

TunjanganPerumahanbagiAnggotaDewanPerwakilan
Rakyatbaerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Unrlang-UnclangNomor64Tahunl958tentarrg
pembentukan baerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggar" Tqq-(Lcmbaran
NA;" Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115'

ramoarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

r6a9);
Undang-UndangNomor23Tahun20|4tentang
Pemerintahan-Daerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2A]-4 Nomor 244, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklnclonesiaNomor55ST)
sebagaimana ielah 6-i*bah heberapa kali terakhir
deng"anUndang-UndangNomorgTahun2ol1tentang
perJbahan tce"dua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaram

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58'

i"iru"rrg, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

so7e); t-

2.



3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota l)eu'an Penn'akilan Rak5'n1 Daerah {T-emharan
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416i sebagairnana telah diubah beberapa triari teiakrrir.
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 2OOT
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah
Nomor '24 'lahun 2OO4 tentang Kedudukan protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aT Dl;

MEMUTU SKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNU R TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DADRAH PROVINSI NUSA TDNGGARA
TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan :

l. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Penvakilan Rakl'a1 Daerah yang selanjutnl.a disingkat DpRD

adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II
BESARAN TUNJANGAN

Pasal 2

Besaran Tunjangan Perurnahan bagi Anggota DPRD sebesan. Rp.
9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) per bulan.
Tunjangan Perumahan sebagaimana climaksud pada ayat (1)
dibayarkan setiap bulan. /

(1)

(2)



BAB III
I(ETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
pJraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di KuPang
pada tanggal 8!'P&tm 2ofi l)

FTGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, L
l-,1/

,! rnaxs LEBU ""{

Diundangkan di KuPang
pada tanggal A Wb?uA?l 2017

v'nexslsKus 
'ALEM

BERITA DAERAH PROVINSI
NOMOR ry

NUSA TENGGARA TIMUT TAHUN 2OI7


